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ABSTRAK	
Kabupaten	Aceh	Timur,	khususnya	Kecamatan	Ranto	Peureulak,	memiliki	cadangan	minyak	dan	gas	
bumi	yang	telah	dieksploitasi	sejak	zaman	kolonial	Belanda.	Namun,	sejak	pengelolaan	blok	tambang	
diserahkan	 kepada	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 pada	 tahun	 2014,	 banyak	 masyarakat	
melakukan	 penambangan	 minyak	 secara	 ilegal.	 Aktivitas	 ini	 telah	 menyebabkan	 kerusakan	
lingkungan,	pencemaran,	dan	korban	jiwa	akibat	kebakaran	dan	ledakan	sumur	minyak	ilegal.	Maka	
dari	itu	penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengkaji	peran	Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	terhadap	
perlindungan	 lingkungan	hidup	dari	dampak	pertambangan	minyak	 ilegal,	 serta	mengidentifikasi	
hambatan	 dan	 upaya	 yang	 dilakukan	 dalam	melaksanakan	 perlindungan	 tersebut.	 Metode	 yang	
digunakan	yaitu	yuridis	empiris	dengan	pendekatan	sosial	hukum,	berlokasi	di	Kecamatan	Ranto	
Peureulak	dengan	pengumpulan	data	melalui	teknik	purposive	sampling	dan	analisis	kualitatif.	Hasil	
penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 peran	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 belum	 berjalan	
optimal,	terlihat	masih	maraknya	masyarakat	yang	melakukan	penambangan	minyak	secara	ilegal.	
Pemerintah	 Aceh,	 tengah	 menyusun	 qanun	 terkait	 pertambangan	 minyak	 rakyat	 sebagai	 upaya	
regulasi.	 Hambatan	 dalam	 melaksanakan	 perlindungan	 lingkungan	 hidup,	 meliputi	 regulasi	 dan	
penegakan	 hukum,	 sosial	 dan	 ekonomi,	 teknis	 dan	 operasional.	 Upaya	 dalam	 melaksanakan	
perlindungan	 lingkungan	 hidup	 dengan	 cara	 mendorong	 pengembangan	 regulasi	 dan	 payung	
hukum,	koordinasi	dengan	APH,	imbauan	dan	edukasi	masyarakat,	KSO	bersama	PT.	Pertamina	dan	
BUMD.	 Disarankan	 kepada	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 untuk	 dapat	 meningkatkan	
pengawasan	dan	penegakan	hukum	dengan	pendekatan	komprehensif,	mempercepat	penyusunan	
qanun,	serta	memberikan	sosialisasi	dan	solusi	alternatif	mata	pencaharian	bagi	masyarakat	yang	
bergantung	pada	pertambangan	minyak	ilegal.	
Kata	 Kunci:	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur,	 Perlindungan	 Lingkungan	 Hidup,	
Pertambangan	Minyak	Ilegal	
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ABSTRACT	
East	Aceh	District,	particularly	Ranto	Peureulak	Subdistrict,	has	oil	and	gas	reserves	that	have	been	
exploited	since	the	Dutch	colonial	era.	However,	since	the	management	of	the	mining	block	was	handed	
over	to	the	East	Aceh	District	Government	in	2014,	many	communities	have	been	illegally	mining	oil.	
This	activity	has	caused	environmental	damage,	pollution,	and	loss	of	life	due	to	fires	and	explosions	of	
illegal	oil	wells.	Therefore,	this	study	aims	to	examine	the	role	of	the	East	Aceh	District	Government	in	
protecting	the	environment	from	the	impact	of	illegal	oil	mining,	as	well	as	identifying	obstacles	and	
efforts	made	in	implementing	this	protection.	The	method	used	is	empirical	juridical	with	a	social	law	
approach,	 located	 in	 Ranto	 Peureulak	 District	 with	 data	 collection	 through	 purposive	 sampling	
techniques	and	qualitative	analysis.	The	results	show	that	the	role	of	the	East	Aceh	District	Government	
has	not	been	optimal,	as	people	are	still	illegally	mining	oil.	The	Aceh	government	is	drafting	a	qanun	
related	 to	 community	 oil	 mining	 as	 a	 regulatory	 effort.	 Barriers	 in	 implementing	 environmental	
protection	 include	regulation	and	 law	enforcement,	 social	and	economic,	 technical	and	operational.	
Efforts	in	implementing	environmental	protection	by	encouraging	the	development	of	regulations	and	
legal	umbrellas,	coordination	with	law	enforcement	agencies,	public	appeals	and	education,	KSO	with	
PT	Pertamina	and	BUMD.	It	is	suggested	to	the	East	Aceh	District	Government	to	be	able	to	improve	
supervision	and	law	enforcement	with	a	comprehensive	approach,	accelerate	the	preparation	of	qanun,	
and	 provide	 socialization	 and	 alternative	 livelihood	 solutions	 for	 people	 who	 depend	 on	 illegal	 oil	
mining.	
Keywords:	East	Aceh	District	Government,	Environmental	Protection,	Illegal	Oil	Mining	
	

	

1. PENDAHULUAN		
Provinsi	Aceh	memiliki	 kekayaan	 sumber	daya	 alam	berupa	 komoditas	

tambang.1	Salah	satunya	adalah	minyak	dan	gas	yang	menjadikan	Aceh	sebagai	

salah	 satu	 provinsi	 di	 Indonesia	 yang	 memiliki	 minyak	 dan	 gas	 alam	 yang	

terbesar	 di	 dunia.	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 merupakan	 wilayah	 yang	 memiliki	

cadangan	 minyak	 dan	 gas,	 tepatnya	 di	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak.	

Pertambangan	minyak	di	Kecamatan	Ranto	Peureulak	 sudah	 ada	 sejak	 zaman	

kolonial	Belanda	yang	pada	saat	itu	masih	tergabung	dalam	wilayah	Peureulak	

dan	dipimpin	oleh	Kesultanan	Peureulak.2	

Pertambangan	 di	 Aceh	 Timur	 dumulai	 sejak	 zaman	 kolonial	 Belanda	

sampai	 sekarang.3	 Pengolahan	 blok	 tambang	 Ranto	 Peureulak	 beberapa	 kali	

 

1	Admin	ESDM,	39	 Jenis	Komoditas	Tambang	Mineral	dan	Batu	Bara	Terkandung	di	Bumi	
Aceh,	 https://esdm.acehprov.go.id/berita/kategori/esdm-aceh/39-jenis-komoditas-tambang-
mineral-dan-batu-bara-terkandung-di-bumi-aceh#.	Akses	tanggal	01	Oktober	2024.	

2	Adi	Warsidi,	Kutukan	Perang	pada	Sumur	Minyak	Warisan	Belanda	yang	Meledak	Lagi	di	
Aceh	 Timur,	 https://kumparan.com/acehkini/kutukan-perang-pada-sumur-minyak-warisan-
belanda-yang-meledak-lagi-di-aceh-timur-1xfdsP6xB1t.	Akses	tanggal	23	Juli	2024.	

3	 Bisma	Yadhi	 Putra,	Riwayat	 Tambang	Minyak	 di	 Aceh	Timur:	Dari	 Era	Belanda,	 Jepang,	
hingga	 Indonesia,	 https://pintoe.co/mendalam/read/1888/Riwayat-Tambang-Minyak-di-Aceh-
Timur-Dari-Era-Belanda-Jepang-hingga-Indonesia.	Akses	tanggal	01	Oktober	2024.	
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berpindah	kepemilikan,	pada	akhirnya	dimiliki	oleh	perusahaan	PT.	Pertamina	

Eksplorasi	 dan	 Produksi	 (EP)	 Pusat	 sebelum	 diserahkan	 kepada	 Pemerintah	

Kabupaten	 Aceh	 Timur	 untuk	 dikelola	 dengan	 baik	 oleh	 Badan	 Usaha	 Milik	

Daerah	(BUMD).	

Sejak	diserahkan	kepada	Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	pada	tahun	

2014,	 blok	 tersebut	 tidak	 dikelola	 dengan	 baik,	 akibatnya	 banyak	masyarakat	

melakukan	 penambangan	 secara	 illegal.	 Kegiatan	 penambangan	minyak	 ilegal	

adalah	kegiatan	penambangan	dengan	cara	mengeksplorasi	dan	mengeksploitasi	

sumur	minyak	yang	berasal	dari	sumur	minyak	 lama	atau	sumur	minyak	baru	

tanpa	izin.4	

Dilansir	 dari	 media	 kompas,	 rentang	 tahun	 2013-2022	 telah	 terjadi	

kebakaran	yang	bersumber	dari	 ledakan	dalam	sumur	minyak.	Kebakaran	dan	

ledakan	 tersebut	 telah	 mengakibatkan	 65	 korban	 mengalami	 luka-luka,	 24	

korban	meninggal	dunia	dan	sejauh	ini	sudah	9	kali	terjadi	kebakaran	di	lokasi	

penambangan	minyak	ilegal	tersebut.5	Tidak	hanya	memakan	korban	tetapi	akan	

berdampak	 pada	 kerusakan	 lingkungan	 sekitar	 pertambangan	 minyak	 ilegal	

tersebut.	

Pertambangan	 minyak	 ilegal	 di	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak,	 telah	

menjadi	masalah	serius	yang	berdampak	terhadap	lingkungan	hidup.	Aktivitas	

ini	 tidak	 hanya	 melanggar	 hukum,	 tetapi	 juga	 mengakibatkan	 kerusakan	

lingkungan	 yang	 sangat	 signifikan,	 seperti	 pencemaran	 tanah,	 air,	 udara	 dan	

tumbuhan	 hijau.	 Minyak	 yang	 ditambang	 secara	 ilegal	 sering	 kali	 diproses	

dengan	teknik	yang	tidak	aman	dan	menggunakan	alat	yang	sederhana,	sehingga	

dapat	menghasilkan	limbah	berbahaya	yang	dapat	merusak	ekosistem	lokal	dan	

mengancam	kesehatan	penduduk.		

 

4	Ruslan	A.	G.,	 dan	Retno	K.	W.,	 “Penegakan	Hukum	Terhadap	Tambang	Minyak	 Ilegal	di	
Wilayah	Hukum	Polda	Jambi”.	Legalitas:	Jurnal	Hukum,	Pusat	Penelitian	dan	Pengembangan	Hukum,	
Program	 Magister	 Ilmu	 Hukum,	 Universitas	 Batanghari,	 Jambi,	 Vol.13	 No.2,	 2021,	 hlm.	 183.	
http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.286.	

5	 Zulkarnaini,	 Korban	 Terus	 Berjatuhan	 di	 Sumur	 Minyak	 Ilegal	 Aceh	 Timur,	
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/14/korban-terus-berjatuhan-di-sumur-
minyak-ilegal-aceh-timur.	Akses	tanggal	24	Agustus	2024.	
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Lingkungan	 hidup	 memiliki	 peranan	 sangat	 penting	 terhadap	

keberlanjutan	kehidupan	makhluk	hidup,	khususnya	manusia,	karena	manusia	

yang	 berinteraksi	 langsung	 dengan	 lingkungan	 setiap	 harinya.	 Hal	 ini	

menunjukkan	 bahwa	 setiap	 makhluk	 hidup	 harus	 beradaptasi	 dengan	 sistem	

kehidupan	 yang	 dipengaruhi	 oleh	 prinsip-prinsip	 kelangsungan	 hidup	 secara	

ekologis.6	Oleh	karena	 itu,	diperlukan	peran	aktif	Pemerintah	Kabupaten	Aceh	

Timur	 untuk	memberikan	 perlindungan	 terhadap	 kerusakan	 dan	 pencemaran	

lingkungan	akibat	aktivitas	penambangan	minyak	ilegal	di	wilayah	masyarakat	

setempat.Oleh	 karena	 itu,	 diperlukan	 peran	 aktif	 Pemerintah	Kabupaten	Aceh	

Timur	 untuk	memberikan	 perlindungan	 terhadap	 kerusakan	 dan	 pencemaran	

lingkungan	 yang	 disebabkan	 oleh	 aktivitas	 penambangan	 minyak	 ilegal	 di	

wilayah	masyarakat	setempat.	

Sebagaimana	 penelitian	 yang	 telah	 dilakukan	 oleh	 Rakhmadsyah	 Putra	

Rangkuty,	Amiruddin	Ketaren,	Hidayat,	Bimby	Hidayat	dan	M.	Husen	MR	yang	

berjudul	“Dinamika	Pengelolaan	Sumur	Minyak	Tradisional	Di	Ranto	Peureulak	

Aceh	Timur”.	Penelitian	 ini	menunjukkan	bahwa	fenomena	pengeboran	sumur	

minyak	tua	di	Desa	Buket	Pala	telah	dilakukan	sejak	puluhan	tahun	lalu.	Pekerja	

tambang	telah	mampu	memanfaatkan	sumber	daya	yang	tersedia	sehingga	lebih	

bernilai	 ekonomis.	 Sumur	 minyak	 tua	 telah	 menjadi	 urat	 nadi	 kehidupan	

masyarakat	 Desa.	 Baik	 bagi	 komunitas	 penambang	 juga	 bagi	 warga	 yang	

mendapatkan	 limpahan	 hasil	 minyak	 dari	 kegiatan	 “leles	 minyak”.	 Selain	 itu,	

pencemaran	 dan	 kerusakan	 lingkungan	 juga	 pasti	 terjadi.	 Situasi	 tersebut	

diperparah	 dikarenakan	 kegiatan	 itu	 tidak	 memenuhi	 standar	 operasional	

prosedur	maupun	ketentuan	teknis	proses	penambangan.	Perbedaan	penelitian	

ini	yaitu	berfokus	pada	dinamika	pengelolaan	tambang	minyak	oleh	pemerintah	

daerah	dengan	memberikan	solusi	untuk	dapat	dikelola	oleh	badan	usaha	milik	

daerah	berdasarkan	Peraturan	Menteri	ESDM	Nomor	1	Tahun	2008,	sedangkan	

penulis	 berfokus	 pada	 perlindungan	 lingkungan	 oleh	 Pemerintah	 Kabupaten	

 

6	 Muhammad	 Erwin,	 Hukum	 Lingkungan	 dalam	 Sistem	 Perlindungan	 dan	 Pengelolaan	
Lingkungan	Hidup	Di	Indonesia,	Bandung,	PT.	Refika	Aditama,	2008,	hlm.	7.	
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Aceh	Timur	akibat	adanya	penambangan	minyak	ilegal.7	

Selanjutnya,	 penelitian	 oleh	 Rana	 Adistia	 yang	 berjudul	 “Pengawasan	

Pemerintah	 Daerah	 Dalam	 Penanganan	 Penambang	 Minyak	 Ilegal	 (Studi	 di	

Kecamatan	 Ranto	 Peureulak	 Kabupaten	 Aceh	 Timur)”.	 Penelitian	 ini	

menunjukkan	 bahwa	 pengawasan	 pemerintah	 di	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak	

belum	 efektif,	 dikarenakan	 masih	 maraknya	 penambangan	 liar,	 minimnya	

sosialisasi,	serta	lemahnya	pengawasan	dan	penegaka	hukum	oleh	pemerintah,	

membuat	 masyarakat	 seolah	 kebal	 terhadap	 aturan.	 Pemerintah	 menghadapi	

hambatan	 dalam	 menutup	 tambang	 minyak	 ilegal	 ini	 karena	 menyangkut	

kesejahteraan	 masyarakat	 yang	 bergantung	 pada	 aktivitas	 tersebut,	 serta	

penerimaan	 masyarakat	 terhadap	 penambangan.	 Faktor	 ekonomi	 menjadi	

hambatan	 utama	 Pemerintah	 Daerah	 dalam	 melaksanakan	 pengawasan.	

Perbedaan	 penelitian	 ini	 dengan	 penelitian	 penulis	 terletak	 pada	 penggunaan	

metode	 kualitatif	 deskriptif,	 sedangkan	 penulis	 menggunakan	metode	 hukum	

empiris	dengan	pendekatan	socio	legal	research.8	

Kemudian,	 penelitian	 oleh	 Safwadinur	 dan	 Elidar	 Sari	 yang	 berjudul	

“Penerapan	 Undang-Undang	 Nomor	 22	 Tahun	 2021	 Tentang	Minyak	 dan	 Gas	

Bumi	Terhadap	Pelaku	Penambang	Minyak	Ilegal	di	Wilayah	Hukum	Kabupaten	

Aceh	Timur”.	Penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	implementasinya	belum	efektif	

dikarenakan	 rendahnya	 kesadaran	 hukum	 masyarakat,	 lemahnya	 penegakan	

hukum	 dan	 minimnya	 peran	 pemerintah	 dalam	 menanggulangi	 kegiatan	

penambangan	minyak	ilegal.	Perbedaan	dalam	penelitian	ini	adalah	penelitian	ini	

berfokus	 pada	 implementasi	 Undang-Undang	 Nomor	 22	 Tahun	 2001	 tentang	

Minyak	 dan	 Gas	 Bumi,	 sedangkan	 penulis	 berfokus	 pada	 peran	 Pemerintah	

 

7 Rakhmadsyah	Putra	Rangkuty,	dkk.,	“Dinamika	Pengelolaan	Sumur	Minyak	Tradisional	Di	
Ranto	Peureulak	Aceh	Timur”.	 Jurnal	Ilmu	Sosial	dan	Ilmu	Politik	Malikussaleh	(JSPM),	Universitas	
Malikussaleh,	Lhokseumawe,	Vol.5	No.2,	2024.	https://doi.org/	10.29103/jspm.v5i2.15262. 

8	 Rana	 Adistia,	 Pengawasan	 Pemerintah	 Daerah	 Dalam	 Penanganan	 Penambang	 Minyak	
Ilegal	(Studi	di	Kecamatan	Ranto	Peureulak	Kabupaten	Aceh	Timur).	Skripsi,	Fakultas	Ilmu	Sosial	dan	
Ilmu	 Politik,	 Universitas	 Malikussaleh,	 Lhokseumawe,	 2024.	 https://rama.unimal.ac.id/	
id/eprint/5093.	
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Kabupaten	Aceh	Timur	dalam	menjaga	lingkungan.9	

Penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Wahyu	 Setiawan	 yang	 berjudul	 “Peran	

Pemerintah	Daerah	Terhadap	Dampak	Lingkungan	Akibat	Penambangan	Pasir	

Ilegal	 Dalam	 Perspektif	 Fiqh	 Siyasah	 (Studi	 Di	 Dinas	 Lingkungan	 Hidup	

Kabupaten	 Lampung	 Timur)”.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengkaji	 peran	

Pemerintah	Daerah	dalam	menanggulangi	dampak	lingkungan	yang	ditimbulkan	

akibat	 kegiatan	 penambangan	 pasir	 ilegal	 dari	 perspektif	 fiqh	 siyasah	 di	

Kabupaten	 Lampung	 Timur.	 Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 Dinas	

Lingkungan	Hidup	Kabupaten	Lampung	Timur	belum	menerapkan	langkah	tegas	

sebagaimana	diamanatkan	dalam	Peraturan	Daerah	Kabupaten	Lampung	Timur	

Nomor	15	Tahun	2007	tentang	Pengelolaan	Bahan	Galian	Golongan	C.	Terdapat	

perbedaan	yang	cukup	signifikan	antara	penelitian	ini	dengan	penelitian	penulis	

pada	objek	dan	lokasi	penelitian,	dimana	penelitian	terdahulu	difokuskan	pada	

wilayah	 Lampung	 Timur,	 sedangkan	 penelitian	 penulis	 berada	 di	 Kecamatan	

Ranto	Peureulak,	Kabupaten	Aceh	Timur.10	

Berdasarkan	 amanat	 Undang-Undang	 Dasar	 Republik	 Indonesia	 Tahun	

1945	(UUD	1945),	di	dalam	Pasal	33	ayat	 (3)	menyatakan:	 "Bumi	dan	air	dan	

kekayaan	 alam	 yang	 terkandung	 di	 dalamnya	 dikuasai	 oleh	 negara	 dan	

dipergunakan	untuk	sebesar-besar	kemakmuran	rakyat."	Pasal	tersebut	jelas	dan	

tegas	bahwa	pemerintah	daerah	memiliki	 tanggung	 jawab	dalam	menjaga	dan	

mengelola,	memanfaatkan,	 serta	melestarikan	 sumber	 daya	 alam	dengan	 cara	

yang	 berkelanjutan,	 termasuk	 melindungi	 lingkungan	 dari	 aktivitas	

pertambangan	ilegal	dengan	tujuan	kemakmuran	rakyat.	

Kemudian	 Undang-Undang	 Nomor	 6	 Tahun	 2023	 tentang	 Penetapan	

Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2	Tahun	2022	Tentang	

 

9	Safwadinur	dan	Elidar	Sari,	“Penerapan	Undang-Undang	Nomor	22	Tahun	2021	Tentang	
Minyak	dan	Gas	Bumi	Terhadap	Pelaku	Penambangan	Minyak	Ilegal	di	Wilayah	Hukum	Kabupaten	
Aceh	Timur”.	Cendekia,	Vol.1	No.2,	2023.	https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/16.	

10	 Wahyu	 Setiawan,	 Peran	 Pemerintah	 Daerah	 Terhadap	 Dampak	 Lingkungan	 Akibat	
Penambangan	Pasir	Ilegal	Dalam	Perspektif	Fiqh	Siyasah	(Studi	Di	Dinas	Lingkungan	Hidup	Kabupaten	
Lampung	 Timur).	 Skripsi,	 Fakultas	 Syariah,	 Universitas	 Islam	 Negeri	 Raden	 Intan	 Lampung,	
Lampung,	2023.	https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23790.	
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Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang	 (UU	Cipta	Kerja),	 pada	 Pasal	 63	 ayat	 (3)	

mengatur	 bahwa	 Pemerintah	 Kabupaten/Kota	 diberikan	 kewenangan	 dan	

terkait	 perlindungan	 dan	 pengelolaan	 lingkungan	 hidup	 di	 wilayahnya.	 Oleh	

karena	 itu,	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 diberikan	 kewenangan	 lebih	

besar	 dalam	 mengelola	 sumber	 daya	 alam,	 termasuk	 tanggung	 jawab	 untuk	

memastikan	 eksploitasi	 sumber	 daya	 tersebut	 dilakukan	 secara	 berkelanjutan	

serta	tidak	merusak	lingkungan.	

2. METODE	PENELITIAN	
Penelitian	ini	mengemukakan	dua	rumusan	masalah,	yaitu	bagaimanakah	

peran	Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	dalam	uoaya	perlindungan	lingkungan	

hidup	dari	dampak	pertambangan	minyak	ilegal	di	Kecamatan	Ranto	Peureulak,	

dan	 hambatan	 serta	 upaya	 yang	 dihadapi	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	

dalam	 melaksanakan	 perlindungan	 lingkungan	 hidup.	 Penelitian	 ini	

menggunakan	metode	hukum	empiris	yang	menekankan	pada	efektivitas	hukum	

melalui	penelitian	lapangan.	Selain	itu,	penelitian	ini	menggunakan	pendekatan	

socio	 legal	 research	 (sosial	 hukum)	 yang	menekankan	 pada	 perilaku	 individu	

atau	masyarakat	yang	terkait	dengan	hukum.11	

Pengkajian	 ini	 memanfaatkan	 data	 primer	 diperoleh	 langsung	 dari	

sumber	 utama.12	 Data	 primer	 berasal	 dari	 data	 lapangan	 berupa	 wawancara	

bersama	 informan	 dan	 responden	 di	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak,	 Kabupaten	

Aceh	 Timur,	 menggunakan	 teknik	 purposive	 sampling	 serta	 dianalisis	 secara	

kualitatif.	 Analisis	 kualitatif	 ini	 digunakan	 untuk	 menyajikan	 data	 secara	

sistematis,	 logis,	dan	efektif	guna	mempermudah	pemahaman	dan	interpretasi	

data	 yang	 dibutuhkan.13	 Selain	 itu,	 penelitian	 ini	 juga	 didukung	 oleh	 data	

sekunder	yang	bersumber	dari	bahan-bahan	hukum	dan	rujukan	literatur	yang	

relevan	sebagai	informasi	pelengkap.	

	

 

11	Peter	Mahmud	Marzuki,	Penelitian	Hukum,	Jakarta,	Kencana,	2008,	hlm.87.	
12	Muhaimin,	Metode	Penelitian	Hukum,	Mataram,	University	Press,	2020,	hlm.89.	
13	Ishaq,	Metode	Penelitian	Hukum	dan	Penulisan	Skripsi,	Tesis,	serta	Disertasi,	Bandung,	CV.	

Alfabeta,	2017,	hlm.	73.	
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3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN		
A. Peran	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 Terhadap	 Perlindungan	
Lingkungan	 Hidup	 Akibat	 Pertambangan	Minyak	 Ilegal	 Di	 Kecamatan	
Ranto	Peureulak	
	
Pertambangan	 minyak	 ilegal	 di	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak,	 Kabupaten	

Aceh	 Timur	menimbulkan	 permasalahan	 kompleks,	 sehingga	melibatkan	 banyak	

aspek	 terutama	 aspek	 lingkungan,	 ekonomi,	 sosial	 dan	 hukum.	 Praktik	 ini	

beroperasi	di	luar	dari	kerangka	hukum	dan	keselamatan	yang	mana	akan	banyak	

menyebabkan	permasalahan	dalam	jangka	pendek	maupun	jangka	panjang.	

Penambangan	minyak	ilegal	atau	pengeboran	ilegal	atau	juga	disebut	dengan	

illegal	 drilling	 merupakan	 penambangan	 tanpa	 izin	 pemerintah	 melalui	 proses	

dengan	 teknik	yang	 tidak	aman	dan	menggunakan	alat-alat	 sederhana,	hasil	dari	

proses	 tersebut	 menghasilkan	 limbah	 berbahaya	 sehingga	 akan	 mengakibatkan	

pada	pencemaran	dan	kerusakan	lingkungan	hidup	dan	dapat	merusak	ekosistem	

lokal	 serta	 mengancam	 kesehatan	 masyarakat.	 Kegiatan	 penambangan	 minyak	

ilegal	 ini	 dilakukan	 oleh	 masyarakat	 hampir	 di	 seluruh	 desa	 yang	 berada	 di	

Kecamatan	Ranto	Peureulak.	

Pada	Tahun	2013	masyarakat	Kecamatan	Ranto	Peureulak	 semakin	masif	

melakukan	 penambangan	 dan	 pada	 tahun	 itu	 pula	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	

Timur	 melakukan	 negosiasi	 kepada	 PT.	 Pertamina	 untuk	 dapat	 mengelola	 area	

tambang	Blok	Peureulak	melalui	Badan	Usaha	Milik	Daerah	(BUMD)	yaitu	PT.	Aceh	

Timur	Energi	dan	Mineral	(PT.	ATEM)	dan	PT.	Lubuk	Kawai	Raya.14	Sehingga	pada	

tahun	2014	hasil	dari	negosiasi	disetujui	oleh	PT.	Pertamina	untuk	dapat	dikelola	

area	 tersebut	 oleh	 BUMD	 dan	 pada	 November	 2017	 area	 Blok	 Peureulak	

diresmikan.	 Namun,	 sejak	 diresmikan	 kerjasama	 operasional	 (KSO)	 antara	 PT.	

Pertamina	dengan	BUMD	 tidak	membuahkan	hasil	 yang	maksimal	 sehingga	 area	

 

14	Uci	Retno	Utari,	Peran	Pemerintah	Aceh	Timur	Dalam	Pengelolaan	Pertambangan	Minyak	
Ilegal	(Suatu	Kajian	Terhadap	Pertambangan	Minyak	Yang	Dikelola	Secara	Ilegal	Oleh	Masyarakat	Di	
Kecamatan	Ranto	Peureulak),	Skripsi,	Fakultas	Ilmu	Sosial	dan	Politik,	Universitas	Syiah	Kuala,	Banda	
Aceh,	2016.	hlm.	17.	https://etd.usk.ac.id/	index.php?p=baca&	bacaID=20477&page=17.	
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Blok	 Peureulak	 yang	 menjadi	 wilayah	 PT.	 Pertamina	 dan	 BUMD	 justru	 menjadi	

tempat	dimana	sumur	minyak	ilegal	bertebaran.15	

Praktik	pertambangan	minyak	ilegal	di	Kecamatan	Ranto	Peureulak	dilatar	

belakangi	 oleh	 hilangnya	mata	 pencaharian	 dan	minimnya	 lowongan	 pekerjaan.	

Akibat	yang	ditimbulkan	membuat	ekonomi	masyarakat	semakin	sulit,	penghasilan	

bertani	dan	berkebun	tidak	cukup	membawa	ekonomi	mereka	semakin	bertambah,	

hal	ini	menyebabkan	rendahnya	minat	jual	beli	masyarakat	dari	hasil	pertanian	dan	

perkebunan	pada	 saat	 itu	 sehingga	mengubah	pola	pikir	mereka	untuk	mencoba	

bertambang.	

Masyarakat	 melakukan	 praktik	 pertambangan	 dengan	 cara	menggunakan	

alat-alat	tradisional,	sehingga	sering	kali	jika	terjadi	ledakan	dan	kebakaran	banyak	

penambang	 dan	 masyarakat	 yang	 menjadi	 korban.	 Untuk	 melakukan	 praktik	

pertambangan,	masyarakat	 harus	mengumpulkan	 dana	 secara	 berkelompok	 dan	

membuat	 perjanjian	 bagi	 hasil.	 Satu	 sumur	 yang	 digali	mengeluarkan	dana	 yang	

tidak	sedikit,	hal	ini	yang	membuat	masyarakat	harus	mengumpulkan	dana.16	

Satu	sumur	yang	digali	dengan	dana	yang	tidak	sedikit	tersebut,	terkadang	

tidak	 mendapatkan	 hasil	 yang	 maksimal,	 dikarenakan	 sering	 terjadi	 tidak	

ditemukannya	minyak	di	bawah	sehingga	tidak	ada	hasil	yang	didapatkan	dan	untuk	

menggali	 sumur	yang	 lainnya	mereka	harus	mengeluarkan	dana	 lagi.17	Meskipun	

sering	 terjadi	 hal	 tersebut	 tidak	 memberikan	 efek	 jera	 kepada	 masyarakat,	

dikarenakan	mata	pencaharian	mereka	satu-satunya	yang	terbesar	adalah	dari	hasil	

tambang	minyak	ilegal	tersebut.	

Maraknya	 praktik	 pertambangan	 minyak	 ilegal	 ini	 membuat	 Pemerintah	

Kabupaten	 Aceh	 Timur	 menghadapi	 tantangan	 multidimensi	 dalam	

menyeimbangkan	kebutuhan	ekonomi	masyarakat	dengan	kewajiban	untuk	tetap	

 

15	 Tim	 Redaksi,	 Bagaimana	 Aktivitas	 Pertambangan	 Minyak	 Ilegal	 di	 Ranto	 Peureulak	
Berjalan?,	 https://sinarpidie.co/news/bagaimana-aktivitas-penambangan-minyak-ilegal-di-ranto-
peureulak-berjalan/index.html.	Akses	tanggal	10	Maret	2025.		

16	Wawancara	bersama	Masyarakat	Desa	Mata	 Ie,	Kecamatan	Ranto	Peureulak,	pada	hari	
Selasa	4	Maret	2025.	

17	Wawancara	bersama	Syahdannur,	Camat	Ranto	Peureulak,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025.	
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dapat	melakukan	perlindungan	 lingkungan	hidup	di	Kecamatan	Ranto	Peureulak.	

Saat	 ini	 pula	 atas	 praktik	 pertambangan	 ini	 telah	mencemari	 polusi	 udara	 yang	

mengakibatkan	 setiap	bulannya	 terdapat	masyarakat	 yang	mengalami	batuk	dan	

sesak	 akibat	 infeksi	 saluran	 pernapasan	 (ISPA).18	 Polusi	 udara	 tersebut	 sangat	

berbahaya	jika	terus-menerus	di	hirup	oleh	masyarakat	sekitar	terutama	oleh	anak-

anak	dan	masyarakat	usia	rentan.	

Amanat	 UUD	 1945	 Pasal	 28H	 ayat	 (1),	menyatakan	 “Setiap	 orang	 berhak	

hidup	 sejahtera	 lahir	dan	batin,	bertempat	 tinggal,	 dan	mendapatkan	 lingkungan	

hidup	yang	baik	dan	sehat	serta	berhak	memperoleh	pelayanan	kesehatan.”	Artinya	

negara	 harus	 bertanggung	 jawab	 atas	mengelola	 dan	menjaga	 lingkungan	hidup,	

meliputi	 sumber	 daya	 alam,	 sumber	 daya	 budaya,	 dan	 sumber	 daya	 manusia.19	

Selain	daripada	 itu,	 setiap	orang	atau	warga	negara	 juga	berhak	atas	 lingkungan	

hidup	yang	baik	dan	sehat.20			

Upaya	 perlindungan	 lingkungan	 hidup	 harus	 tetap	 dilakukan	 oleh	

pemerintah,	meskipun	masyarakat	menganggap	bahwa	mereka	melakukan	praktik	

tersebut	di	 lahan	mereka	sendiri	 tetapi	berdasarkan	UUD	1945	Pasal	33	ayat	(3)	

menyatakan:	 “Bumi	 dan	 air	 dan	 kekayaan	 alam	 yang	 terkandung	 di	 dalamnya	

dikuasai	 oleh	 negara	 dan	 dipergunakan	 untuk	 sebesar-besarnya	 kemakmuran	

rakyat.”	 Jelas	 bahwa	 hak	 yang	 dimiliki	masyarakat	 atas	 tanah	 tidak	 sepenuhnya	

dengan	isi	yang	terkandung	di	dalam	bumi,	karena	hak	penguasaan	disini	memiliki	

arti	 instrumen	dan	 kemakmuran	 rakyat	 itu	 sendiri	merupakan	 tujuan	 akhir	 dari	

pengelolaan	sumber	daya	alam	tersebut.	

Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	melalui	Dinas	Lingkungan	Hidup	(DLH)	

Bidang	 Penataan,	 Pengawasan	 Izin	 Lingkungan,	 dan	 PPLH	 berkoordinasi	 dengan	

berbagai	 pihak	 untuk	 mengatasi	 permasalahan	 pertambangan	 hingga	 ke	 akar	

 

18	Wawancara	bersama	Syahdannur,	Camat	Ranto	Peureulak,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025.	
19	Samhan	Nafi’	BS,	“Penegakkan	Hukum	Administrasi	Dalam	Perlindungan	dan	Pengelolaan	

Lingkungan	 Hidup	 di	 Indonesia”.	 UNES	 Law	 Review,	 Vol.6	 No.4,	 2024,	 hlm.	 10100.	
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.	

20	Maret	 Priyatna,	 “Penerapan	Konsep	Konstitusi	Hijau	 (Green	 Constitution)	 di	 Indonesia	
sebagai	Tanggung	 Jawab	Negara	dalam	Perlindungan	dan	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup”.	 Jurnal	
Konstitusi,	Vol.7	No.4,	2010,	hlm.	122.	https://doi.org/10.31078/jk746. 
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masalah,	 disertai	 penegakan	 hukum	 berdasarkan	 Qanun	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	

Nomor	2	Tahun	2020	tentang	Rencana	Perlindungan	dan	Pengelolaan	Lingkungan	

Hidup.	 Qanun	 ini	 menjadi	 dasar	 utama	 perencanaan	 tata	 ruang	 berkelanjutan,	

pengendalian	 pencemaran,	 dan	 pencegahan	 kerusakan	 lingkungan,	 termasuk	

aktivitas	pertambangan.	

Perlindungan	lingkungan	hidup,	sebagaimana	Pasal	1	angka	2	dan	Pasal	63	

ayat	 (3)	 UU	 Cipta	 Kerja,	 merupakan	 upaya	 sistematis	 dan	 terpadu	 untuk	

melestarikan	 fungsi	 lingkungan	 serta	 mencegah	 pencemaran	 dan	 kerusakan,	

melalui	perencanaan,	pemanfaatan,	pengendalian,	pemeliharaan,	pengawasan,	dan	

penegakan	 hukum.	 Pemerintah	 daerah	 kabupaten/kota	 berwenang	

melaksanakannya	 sesuai	 norma,	 standar,	 prosedur,	 dan	 kriteria	 yang	 ditetapkan	

pemerintah	pusat.	

Pasal	 71	 UU	 Cipta	 Kerja	 mewajibkan	 Pemerintah	 Pusat	 dan	 Pemerintah	

Kabupaten	 Aceh	 Timur	 melakukan	 pengawasan	 lingkungan,	 termasuk	 di	

Kecamatan	Ranto	Peureulak.	Namun,	kewajiban	ini	belum	berjalan	optimal,	terbukti	

dari	 maraknya	 tambang	 di	 Desa	 Mata	 Ie	 yang	 tampak	 seolah	 berizin,	 padahal	

pemodal	 (“Toke”)	 belum	 memiliki	 persetujuan	 izin	 lingkungan	 sebagaimana	

diwajibkan	Pasal	3	ayat	(3)	PP	No.	22/2021	sebagai	syarat	perizinan	berusaha.	

Menurut	DLH	Aceh	Timur,	sejak	berlakunya	UU	Cipta	Kerja,	izin	lingkungan	

bukan	lagi	prioritas	awal	sebelum	izin	usaha,	berbeda	dengan	aturan	sebelumnya.	

Perizinan	migas	memerlukan	persetujuan	Pemerintah	Pusat	(Pasal	4	ayat	(3)	dan	

Pasal	5	ayat	(1)	UU	Cipta	Kerja).	Pasal	82A	UU	Cipta	Kerja	mengatur	bahwa	usaha	

tanpa	perizinan	atau	persetujuan	dikenai	sanksi	administratif,	mulai	dari	teguran	

hingga	pencabutan	izin.	Pasal	523	PP	No.	22/2021	memberi	kewenangan	Menteri	

Lingkungan	Hidup	menjatuhkan	sanksi	jika	pemerintah	daerah	lalai.	

Sanksi	 administratif	 diterapkan	 bertahap,	 menjaga	 keseimbangan	 antara	

perlindungan	 lingkungan	 dan	 pengembangan	 ekonomi,	 serta	 tidak	 menutup	

kemungkinan	sanksi	pidana	bagi	pelanggaran	yang	memenuhi	unsur	tindak	pidana	

lingkungan.	 Pendekatan	 ini	 diharapkan	 memberi	 efek	 jera	 dan	 kesempatan	

perbaikan	sebelum	sanksi	berat	dijatuhkan	
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Penegakan	hukum	merupakan	suatu	proses	mewujudkan	keinginan	hukum	

menjadi	kenyataan	dan	dipatuhi	oleh	masyarakat.21	Penegakan	hukum	merupakan	

langkah	 penting	 yang	 harus	 dilakukan	 pemerintah	 untuk	 menjamin	 kepatuhan	

masyarakat	dan	penanggung	jawab	pertauran	dan	perizinan	di	bidang	perlindungan	

dan	 pengelolaan	 lingkungan	 hidup.22	 Hal	 ini	 dapat	 dicapai	 melalui	 penerapan	

langkah-langkah	 yang	 konkrit	 yaitu	 berupa	 pengawasan	 dan	 penegakkan	 sanksi	

administratif,	pidana,	dan	perdata.	

Sebelum	 penegakan	 hukum,	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 perlu	

memastikan	 langkah	 perlindungan	 lingkungan	 hidup	 untuk	 mengatasi	 dampak	

praktik	 pertambangan,	 demi	 tercapainya	 lingkungan	 bersih,	 sehat,	 dan	 ekonomi	

berkelanjutan.	 Hal	 ini	 memerlukan	 kerja	 sama	 efektif	 antarinstansi	 sesuai	

kewenangan.	 Pasal	 3	 UU	 No.	 32	 Tahun	 2009	 menegaskan	 tujuan	 perlindungan	

lingkungan:	 mencegah	 pencemaran	 dan	 kerusakan,	 menjaga	 keselamatan	 dan	

kesehatan	 manusia,	 menjamin	 keberlanjutan	 ekosistem,	 melindungi	 hak	 atas	

lingkungan	sebagai	HAM,	mewujudkan	keadilan	antargenerasi,	mengelola	sumber	

daya	alam	secara	bijak,	serta	mengantisipasi	isu	lingkungan	global.		

Untuk	 mengubah	 dampak	 negatif	 pertambangan	 minyak	 ilegal	 menjadi	

manfaat,	 pemerintah	 harus	 mengelolanya	 secara	 sistematis,	 efektif,	 dan	

komprehensif	 dengan	 melibatkan	 seluruh	 pemangku	 kepentingan,	 termasuk	

pemerintah	daerah,	masyarakat	pertambangan,	dan	warga	setempat.23	

Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	belum	optimal	menjalankan	perannya	

sebagai	 pengelola	 sumber	daya	 alam,	 antara	 lain	 karena	 lambatnya	penanganan,	

minimnya	 lapangan	 kerja	 pasca	 berhentinya	 PT	 Pertamina,	 dan	 kurangnya	

pelatihan	 kerja.	 Praktik	 pertambangan	 di	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak	 telah	

 

21	Nikhio,	Angel,	Cindy	Sekarwati	Amalia,	dan	Zain	Irawan.	"Penegakan	hukum	di	Indonesia:	
Peran	 Pemerintah	 dalam	 Mewujudkannya."	Indigenous	 Knowledge,	 Vol.2	No.6,	 2023,	 hlm.417.	
https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929.	

22	 Muchsin,	 Perlindungan	 dan	 Kepastian	 Hukum	 bagi	 Investor	 di	 Indonesia,	 Surakarta,	
Magister	Ilmu	Hukum	Program	Pascasarjana	Universitas	Sebelas	Maret,	2003,	hlm.	20.	

23	 Fitria	 Resa	 Yanti,	 Pelaksanaan	 Kewenangan	 Pemerintah	 Daerah	 Terhadap	 Dampak	
Kerusakan	 Lingkungan	 Akibat	 Pertambangan	 Emas	 Ilegal	 Persefektif	 Siyasah	 Dusturiyah.	 Skripsi,	
Fakultas	Syari’ah,	Universitas	Islam	Negeri	Fatmawati	Soekarno	Bengkulu,	Bengkulu,	2022,	hlm.	79.	
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mencemari	udara	dan	sungai	akibat	pembuangan	limbah.	

Perlindungan	lingkungan	memerlukan	regulasi	sebagai	payung	hukum,	baik	

undang-undang	maupun	peraturan	daerah,	untuk	memberikan	kepastian	peran	dan	

kewenangan	pemerintah	daerah	dalam	mengatur	pertambangan	minyak	dan	gas.	

Pengawasan	 DLH	 di	 wilayah	 ini	 tidak	 optimal	 karena	 keterbatasan	 SDM	 dan	

penolakan	 masyarakat.	 Hambatan	 juga	 muncul	 dari	 UU	 Cipta	 Kerja	 yang	

mensyaratkan	persetujuan	Pemerintah	Pusat	untuk	kegiatan	migas,	sehingga	data	

pencemaran	di	pusat	dan	daerah	berbeda	dan	menghambat	penanganan.	

Pemerintah	 perlu	 melakukan	 sosialisasi	 dengan	 pendekatan	 sosial	 agar	

masyarakat	 dan	 penambang	 memahami	 dampak	 lingkungan	 serta	 upaya	

mitigasinya.	Selain	 itu,	diperlukan	percepatan	pembuatan	regulasi	pertambangan	

rakyat,	pengawasan	berkala,	pelatihan	soft	skill	dan	hard	skill	generasi	muda,	serta	

penciptaan	 lapangan	 kerja.	 Dengan	 regulasi,	 pengawasan,	 sosialisasi,	 dan	

pengembangan	 keterampilan,	 pertambangan	 ilegal	 diharapkan	 bertransformasi	

menjadi	usaha	legal	yang	mendukung	ekonomi	kreatif	berkelanjutan	dan	menjaga	

lingkungan	yang	bersih	serta	sehat.	

	

	

B. Hambatan	 Dan	 Upaya	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 Dalam	
Melaksanakan	 Perlindungan	 Lingkungan	 Hidup	 Akibat	 Pertambangan	
Minyak	Ilegal	Di	Kecamatan	Ranto	Peureulak	
	
Praktik	pertambangan	minyak	 ilegal	 ini	 telah	menjadi	permasalahan	yang	

sangat	 kompleks	 serta	 perlunya	 penanganan	 yang	 serius.	 Kompleksitas	 dari	

permasalahan	 ini	menimbulkan	dilema	antara	manfaat	ekonomi	bagi	masyarakat	

lokal	dan	kerusakan	lingkungan	yang	akan	semakin	parah.	

1. Hambatan	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 Dalam	 Melaksanakan	
Perlindungan	 Lingkungan	 Hidup	 Akibat	 Pertambangan	 Minyak	 Ilegal	 Di	

Kecamatan	Ranto	Peureulak	

Perlindungan	 lingkungan	 hidup	 akibat	 pertambangan	 minyak	 ilegal	 di	

Kecamatan	 Ranto	 Peureulak	 mendapatkan	 berbagai	 hambatan	 dalam	

pelaksanaanya.	Berdasarkan	hasil	pengamatan	di	lapangan	dan	wawancara,	adapun	
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permasalahan	 yang	 menjadi	 penghambat	 dalam	 pelaksanaan	 perlindungan	

lingkungan	hidup	di	Kecamatan	Ranto	Peureulak,	yaitu:	

a) Regulasi	dan	Penegakan	Hukum	

1) Terbatasnya	kerangka	hukum	

Hambatan	 yang	 utama	 di	 alami	 oleh	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	

dalam	 pelaksanaan	 perlindungan	 lingkungan	 hidup	 adalah	 belum	 tersedianya	

regulasi	 yang	 mengatur	 terkait	 pertambangan	 minyak	 dan	 gas	 bumi	 rakyat	 di	

Aceh.24	Ketiadaan	regulasi	ini	yang	membuat	kekosongan	hukum	yang	mempersulit	

pemerintah	dalam	melakukan	tindakan	tegas	dan	perlindungan	lingkungan	hidup	

dari	aktivitas	pertambangan	di	wilayah	Kecamatan	Ranto	Peureulak.	

2) Tantangan	penegak	hukum	

Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 telah	 berulang	 kali	 mengeluarkan	

himbauan	 terhadap	 aktivitas	 pertambangan	 minyak	 ilegal	 tersebut.25	 Namun,	

resistensi	 masyarakat	 dan	 kompleksitas	 terhadap	 permasalahan	 sosial	 ekonomi	

yang	 menyulitkan	 aparat	 penegak	 hukum,	 sehingga	 dalam	 melaksanakan	

penegakan	hukum	belum	efektif.	

3) Koordinasi	antar	instansi	yang	belum	optimal	

Perlindungan	 lingkungan	 hidup	 diperlukannya	 koordinasi	 antar	 instansi	

yang	optimal	agar	dalam	pelaksanaannya	dapat	berjalan	dengan	baik.26	Koordinasi	

yang	 belum	 optimal	 ini	 menjadi	 hambatan	 serius	 dikarenakan	 dibutuhkannya	

keahlian	 teknis	 dan	 kewenangan	 tidak	 sepenuhnya	 berada	 di	 Pemerintah	

Kabupaten	Aceh	Timur,	sebab	masih	diperlukannya	koordinasi	lintas	sektor	dalam	

menangani	permasalahan	aktivitas	pertambangan	minyak	ilegal	ini.	

b) Sosial	dan	Ekonomi	

1) Ketergantungan	ekonomi	

Praktik	 pertambangan	 minyak	 ilegal	 merupakan	 mata	 pencaharian	

 

24	Wawancara	 bersama	 Hermansyah,	 Kabid	 Penataan,	 Pengawasan	 Izin	 Lingkungan	 dan	
PPLH,	pada	hari	Rabu	5	Maret	2025.	

25	Wawancara	bersama	Syahdannur,	Camat	Ranto	Peureulak,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025. 
26	 Wawancara	 bersama	 Zulfikri,	 kasie	 pengelolaan	 lingkungan	 di	 bidang	 Penataan,	

Pengawasan	Izin	Lingkungan	dan	PPLH,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025.	
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masyarakat	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak	 yang	 hampir	 seluruh	 masyarakat	

bergantung	 ekonomi	 nya	 pada	 hasil	 pertambangan	 minyak.27	 Ketergantungan	

ekonomi	ini	menciptakan	resistensi	masyarakat	yang	kuat	terhadap	upaya	dalam	

perlindungan	 lingkungan	 hidup,	 meskipun	 pemerintah	 seringkali	 membuat	

himbauan	terkait	bahaya	yang	ditimbulkan.	

2) Kurangnya	kesadaran	dan	pemahaman	masyarakat	

Hambatan	 yang	 paling	 signifikan	 adalah	 kurangnya	 kesadaran	 dan	

pemahaman	 masyarakat	 terkait	 dampak	 yang	 dapat	 ditimbulkan	 dari	 adanya	

aktivitas	pertambangan	minyak	ilegal.28	Masyarakat	tidak	memiliki	kesadaran	atas	

resiko	 tinggi	 dari	 kegiatan	 yang	 mereka	 lakukan.	 Masyarakat	 juga	 masih	 terus	

melakukan	 penambangan	 walaupun	 segala	 peristiwa	 yang	 telah	 terjadi	 akibat	

aktivitas	tersebut.	Hal	ini,	menunjukkan	bahwa	faktor	ekonomi	yang	menjadi	hasil	

jangka	waktu	yang	pendek	lebih	diutamakan	daripada	keselamatan	dan	kelestarian	

lingkungan	sebagai	jangka	waktu	panjang.	

3) Resistensi	terhadap	perubahan	

Upaya	pengendalian	yang	dilakukan	oleh	Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	

dalam	 melakukan	 perlindungan	 lingkungan	 hidup	 akibat	 praktik	 pertambangan	

minyak	ilegal	sering	kali	mendapat	penolakan	dari	masyarakat.29	Meskipun	adanya	

larangan,	aktivitas	pertambangan	tetap	berlangsung	dan	kondisi	 ini	menciptakan	

lingkaran	permasalahan	yang	sulit	untuk	diputus,	dimana	Pemerintah	Kabupaten	

Aceh	 Timur	 sulit	 untuk	 melaksanakan	 perlindungan	 lingkungan	 hidup	 karena	

belum	memiliki	solusi	terkait	ekonomi	sosial	yang	komprehensif	bagi	masyarakat.	

c) Teknis	dan	Operasional	

1) Keterbatasan	kapasitas	teknis	

Hambatan	 teknis	 utama	 dalam	 perlindungan	 lingkungan	 hidup	 akibat	

pertambangan	 minyak	 ilegal	 adalah	 keterbatasan	 kapasitas	 dan	 keterampilan	

 

27	Wawancara	bersama	warga	Desa	Mata	Ie,	Kecamatan	Ranto	Peureulak,	pada	hari	selasa	4	
Maret	2025.	

28	Wawancara	bersama	Syahdannur,	Camat	Ranto	Peureulak,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025.	
29	 Wawancara	 bersama	 Azhari,	 kasie	 pengawasan	 lingkungan	 di	 bidang	 Penataan,	

Pengawasan	Izin	Lingkungan	dan	PPLH,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025. 
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masyarakat	 dalam	melakukan	 penambangan	 yang	 aman	 dan	 ramah	 lingkungan.	

Masyarakat	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak	 belum	 mempunyai	 skill	 yang	 memadai	

terkait	 pengoperasian	 pertambangan	 secara	 baik.30	 Keterbatasan	 kapasitas	 ini	

menyebabkan	 praktik	 pertambangan	 yang	 tidak	 profesional	 dan	 beresiko	 tinggi.	

Pemerintah	 sendiri	 memiliki	 keterbatasan	 dalam	 pendampingan	 teknis	 dalam	

pengoperasian	pertambangan	dikarenakan	aktivitas	tersebut	bersifat	ilegal.	

2) Kurangnya	penanganan	terhadap	dampak	lingkungan	yang	kompleks	

Praktik	 pertambangan	 minyak	 ilegal	 ini	 telah	 menimbulkan	 dampak	

lingkungan	 yang	 kompleks,	 seperti	mempengaruhi	 kualitas	 udara,	 polusi	 dan	 air	

sungai	 serta	 penurunan	 kesehatan	 masyarakat.31	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	

Timur	 sulit	 untuk	melakukan	 perlindungan	 lingkungan	 akibat	 telah	 tersebarnya	

aktivitas	 pertambangan	 dan	 telah	 berlangsung	 sejak	 lama,	 sehingga	 penanganan	

yang	dibutuhkan	harus	maksimal.		

3) Penanganan	keadaan	darurat	

Peristiwa	yang	telah	terjadi	berulang	kali	menunjukkan	bahwa	keterbatasan	

Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	dalam	menangani	dan	mengantisipasi	adanya	

keadaan	darurat.32	Penanganan	terhadap	aktivitas	pertambangan	ini	membutuhkan	

peralatan	 khusus	 dan	 koordinasi	 bersama	 instansi	 lainnya.	 Keterbatasan	

penanganan	 ini	 menjadi	 hambatan	 yang	 sangat	 signifikan	 bagi	 Pemerintah	

Kabupaten	Aceh	Timur	dalam	melaksanakan	perlindungan	lingkungan	hidup	secara	

efektif.	

Hambatan	 diatas	 menjadi	 faktor	 yang	 saling	 berkaitan	 dan	 mempersulit	

upaya	perlindungan	lingkungan	hidup	yang	efektif.	Penyelesaian	ini	membutuhkan	

pendekatan	komprehensif	yang	memadukan	aspek	regulasi	dan	penegakan	hukum,	

resistensi	 sosial	 dan	 ekonomi,	 dan	 teknis.	 Oleh	 karena	 itu,	 untuk	 melakukan	

pendekatan	 komprehensif	 dan	 memadukan	 aspek-aspek	 tersebut	 Pemerintah	

 

30	 Wawancara	 bersama	 Zulfikri,	 kasie	 pengelolaan	 lingkungan	 di	 bidang	 Penataan,	
Pengawasan	Izin	Lingkungan	dan	PPLH,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025.	

31	Wawancara	bersama	Syahdannur,	Camat	Ranto	Peureulak,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025.	
32	Wawancara	bersama	warga	Desa	Mata	Ie,	Kecamatan	Ranto	Peureulak,	pada	hari	selasa	4	

Maret	2025.	
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Kabupaten	Aceh	Timur	diperlukan	upaya	yang	efektif	untuk	mengatasi	hambatan-

hambatan	tersebut	dalam	melakukan	perlindungan	lingkungan	hidup.	Hal	ini	akan	

menciptakan	alur	keseimbangan	alam,	lingkungan	hidup,	dan	manusia.33	

	

2. Upaya	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 Dalam	 Melaksanakan	
Perlindungan	 Lingkungan	 Hidup	 Akibat	 Pertambangan	Minyak	 Ilegal	 Di	
Kecamatan	Ranto	Peureulak	

	
Menghadapi	 kompleksitas	 terkait	 permasalahan	 pertambangan	 minyak	

ilegal	 di	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak	 dan	 dampaknya	 terhadap	 lingkungan,	

Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 telah	 melakukan	 beberapa	 upaya	 dalam	

pengendalian	aktivitas	pertambangan	tersebut	dan	melindungi	 lingkungan	hidup.	

Berdasarkan	hasil	penelitian	penulis	ditemukan	temuan,	sebagai	berikut:	

a) Mendorong	pengembangan	regulasi	dan	payung	hukum	

Salah	 satu	 upaya	 yang	 paling	 signifikan	 dilakukan	 oleh	 Pemerintah	 Aceh	

adalah	mempersiapkan	qanun	tentang	tambang	minyak	rakyat.	Inisiatif	mendorong	

pengembangan	regulasi	dan	payung	hukum	berupa	qanun	tambang	minyak	rakyat	

ini	 bertujuan	memberikan	 payung	 hukum,	 sehingga	 dapat	 direalisasikan	 dengan	

baik.34	 Adanya	 legalitas	 melalui	 qanun	 tersebut,	 diharapkan	 dapat	 melakukan	

pembinaan	 terhadap	 aktivitas	 penambangan	 minyak	 oleh	 masyarakat	 sehingga	

dapat	dilakukan	dengan	lebih	bertanggung	jawab	dan	ramah	lingkungan.35		

b) Koordinasi	dengan	aparat	penegak	hukum	(APH)	

Upaya	 koordinasi	 dengan	 APH	 bertujuan	 untuk	 dapat	 menghentikan	

penambangan	minyak	ilegal	yang	paling	beresiko	dan	berbahaya	bagi	 lingkungan	

dan	keamanan	masyarakat.	Koordinasi	ini	menunjukkan	adanya	upaya	kolaboratif	

antara	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 dengan	 aparat	 keamanan	 untuk	

 

33	 Ine	 Ventyrina	 dan	 Siti	 Khotijah,	 Pengantar	 Perlindungan	 dan	 Pengelolaan	 Lingkungan	
Hidup,	Yogyakarta,	Pustaka	Ilmu,	2020,	hlm.	4.	

34	 Wawancara	 bersama	 Zulfikri,	 kasie	 pengelolaan	 lingkungan	 di	 bidang	 Penataan,	
Pengawasan	Izin	Lingkungan	dan	PPLH,	pada	hari	Selasa	4	Maret	2025.	

35	 Rahmat	 Fajri,	 Dinas	 ESDM:	 Penertiban	 sumur	 minyak	 ilegal	 perlu	 keterlibatan	 APH,	
https://aceh.antaranews.com/berita/360822/dinas-esdm-penertiban-sumur-minyak-ilegal-perlu-
keterlibatan-aph.	Akses	tanggal	17	Maret	2025.	
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mengatasi	 permasalahan	 pertambangan	 minyak	 ilegal.	 Meskipun	 koordinasi	 ini	

belum	berjalan	optimal,	tetapi	dengan	adanya	langkah	ini	menunjukkan	keseriusan	

Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	dalam	mengatasi	masalah	ini	dari	sisi	penegak	

hukum.	

c) Himbauan	dan	edukasi	masyarakat	

Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 juga	 aktif	 dalam	 upaya	 memberikan	

imbauan	dan	edukasi	masyarakat.	Melalui	Dinas	Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral	

Aceh	 memberikan	 imbauan	 yang	 menyatakan	 bahwa	 untuk	 segala	 aktivitas	

tambang	ilegal	ini	sangat	berbahaya,	meminta	masyarakat	yang	masih	melakukan	

aktivitas	penambangan	minyak	ilegal	dan	sejenisnya	untuk	segera	berhenti.36	Selain	

memberikan	 imbauan,	 Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 juga	 memberikan	

edukasi	kepada	masyarakat	tentang	bahaya	menambang	yang	tidak	memenuhi	SOP	

dan	 berpotensi	 membahayakan	 masyarakat	 sekitar	 dan	 juga	 berdampak	 pada	

lingkungan	 hidup.	 Upaya	 ini	 menunjukan	 bahwa	 keseriusan	 pemerintah	 dalam	

mencegah	 terjadinya	 peristiwa	 berulang	 yaitu	 ledakan	 dan	 kebakaran	 yang	

menimbulkan	korban	jiwa.	

d) Kerjasama	operasional	 (KSO)	bersama	PT.	Pertamina	dan	Badan	Usdaha	Milik	

Daerah	(BUMD)	

Pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Timur	 pernah	 mengambil	 inisiatif	 dalam	

membentuk	 KSO	 bersama	 PT.	 Pertamina	 dan	 BUMD	melalui	 PT.	 ATEM	 dan	 PT.	

Lubuk	 Kawai	 Raya	 pada	 Tahun	 2013	 dan	 diresmikan	 pada	 tahun	 2017	 akhir.	

Ironisnya	 wilayah	 KSO	 tersebut	 menjadi	 tempat	 bertebarannya	 sumur-sumur	

minyak	 ilegal	masyarakat.	 Akan	 tetapi,	 KSO	 ini	menunjukkan	bahwa	Pemerintah	

Kabupaten	 Aceh	 Timur	 telah	 berupaya	 dalam	 mengelola	 sumber	 daya	 minyak	

secara	resmi	melalui	BUMD	dan	menunjukkan	komitmen	dalam	mengoptimalkan	

potensi	 sumber	 daya	 alam	 sekaligus	 memperhatikan	 aspek	 legalitas	 dan	

pengendalian	dampak	 lingkungan.	KSO	 ini	 juga	sesuai	dengan	Peraturan	Menteri	

Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral	 (Permen	ESDM)	Nomor	1	Tahun	2008	 tentang	

 

36	Ibid. 
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Pedoman	Pengusahaan	Pertambangan	Minyak	Bumi	Pada	Sumur	Tua.	

Upaya	Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	dalam	perlindungan	lingkungan	

di	 Kecamatan	 Ranto	 Peureulak	 memerlukan	 koordinasi	 yang	 lebih	 baik	 serta	

pendekatan	 komprehensif,	 terpadu,	 dan	 berkelanjutan,	 dengan	 tetap	

mempertimbangkan	aspek	sosial	ekonomi	masyarakat.	Strategi	ke	depan	meliputi:	

Penguatan	 regulasi	 yang	 mencakup	 aspek	 lingkungan,	 keselamatan,	 dan	

pembagian	manfaat	ekonomi,	untuk	memfasilitasi	transisi	dari	pertambangan	ilegal	

menuju	pertambangan	rakyat	yang	legal	dan	berkelanjutan.	

Peningkatan	 kapasitas	 pengawasan	 dan	 penegakan	 hukum	 melalui	

koordinasi	dengan	Dinas	ESDM,	aparat	penegak	hukum,	dan	pemangku	kepentingan	

lain,	 serta	 pemanfaatan	 teknologi	 penginderaan	 jarak	 jauh	 dan	 partisipasi	

masyarakat	dalam	pelaporan	pencemaran.	

Pengembangan	 alternatif	 ekonomi	 berkelanjutan	 melalui	 pelatihan	 dan	

pemberdayaan	masyarakat	di	sektor	pertanian	berkelanjutan,	ekowisata,	 industri	

kreatif,	 dan	 koperasi	 pengelolaan	 minyak	 rakyat	 yang	 legal,	 untuk	 distribusi	

manfaat	ekonomi	yang	adil	dan	kemudahan	pengawasan.	

Pendekatan	 ini	 diharapkan	 menciptakan	 lingkungan	 bersih	 dan	 sehat	

sekaligus	memperkuat	pengawasan	perlindungan	lingkungan	di	Kecamatan	Ranto	

Peureulak.	

	

4. KESIMPULAN	
Perlindungan	 lingkungan	hidup	 oleh	Pemerintah	Kabupaten	Aceh	Timur	

terkait	pertambangan	minyak	ilegal	di	Kecamatan	Ranto	Peureulak	belum	optimal.	

Aktivitas	penambangan	ilegal	tetap	marak	meski	menimbulkan	korban	jiwa	serta	

pencemaran	 udara	 dan	 sungai.	 Sejak	 2014,	 pemerintah	 memiliki	 kewenangan	

mengelola	 tambang	melalui	BUMD,	namun	pengelolaan	 tidak	berjalan	 sehingga	

masyarakat	menambang	tanpa	izin.	Hambatan	pelaksanaan	perlindungan	meliputi	

kendala	regulasi	dan	penegakan	hukum,	sosial-ekonomi,	serta	teknis-operasional.	

Upaya	 yang	 dilakukan	 antara	 lain	 mendorong	 regulasi	 dan	 payung	 hukum,	

koordinasi	dengan	aparat	penegak	hukum,	edukasi	masyarakat,	serta	kerja	sama	
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operasi	(KSO)	dengan	PT	Pertamina	dan	BUMD.	Ke	depan,	diperlukan	pendekatan	

komprehensif	melalui	penguatan	regulasi,	peningkatan	kapasitas	pengawasan	dan	

penegakan	 hukum,	 serta	 pengembangan	 alternatif	 ekonomi	 berkelanjutan.	

Langkah	ini	diharapkan	menjaga	keseimbangan	antara	perlindungan	lingkungan	

dan	 kebutuhan	 sosial-ekonomi	 masyarakat,	 sehingga	 pertambangan	 dapat	

dikelola	secara	legal,	aman,	dan	ramah	lingkungan.	
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